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PUTUSAN
Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Bm
Z AP 7
M\)’ME“”M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIMA

Memeriksa dan mengadila perkara agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Dusun XXXXXXX Kecamatan Donggo
Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam,
pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN
BIMA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga

dengan Nomor 1094/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor 5206081072023016 tanggal 14 Juli 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX Kecamatan

Donggo Kabupaten Bima selama 8 bulan;
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3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak
yang bernama ANAK (L) Ttl, Bima, 19-01-2024, umur 10 bulan, dan
sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat suka menggunakan narkoba;

b. Tergugat kurang menjamin nafkah hidup Penggugat;

c. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut pada bulan Maret tahun 2024 terjadi pertengkaran
masalah yang sama yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di alamat di atas,
sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan
oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;
Subsidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai
kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor
1911/Pdt.G/2024/PA.Bm, tanggal 25 November 2024 dan  tanggal 12
Desember 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya
tanpa alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap
dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
5206024303861007 yang telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya,
sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah  Nomor
5206081072023016 tanggal 14 Juli 2023 yang telah dinazegellen serta

sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi:
1. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di Desa Doridungga;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semula dalam keadaan rukun, kemudian sejak Agustus 2023 mulai
terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar di rumahnya Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah
melihat anaknya (Penggugat) melarikan diri ke rumah tetangga
kemudian dikejar oleh Tergugat sambil membawa parang;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut
karena Tergugat mengkomsumsi narkoba;
- Bahwa Tergugat sudah kecanduan narkoba sehingga tidak
pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah dipenjara karena kasus
narkoba;
- Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan Bapak Kepala Desa sudah berupaya
untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak
berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di Desa Doridungga;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semula dalam keadaan rukun, kemudian sejak tahun 2023 mulai terjadi
pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar di rumahnya Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah
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melihat Penggugat melarikan diri ke rumah tetangga kemudian dikejar
oleh Tergugat sambil membawa parang;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut
karena Tergugat mengkomsumsi narkoba;
- Bahwa Tergugat sudah kecanduan narkoba sehingga tidak
pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah dipenjara karena kasus
narkoba;
- Bahwa saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan Bapak Kepala Desa sudah berupaya
untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak
berhasil;
Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan
dan mohon putusan;
Bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap berpegang teguh pada
gugatannya (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);
Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa bahwa jangka waktu dan formalitas panggilan
kepada Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut,
maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
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menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak
hadir, sehingga gugatan a quo diperiksa tanpa dihadiri Tergugat;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim
untuk menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit rukun lagi
yang di sebabkan : Tergugat suka menggunakan narkoba, Tergugat kurang
menjamin nafkah hidup Penggugat, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik
terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan
tanpa kehadiran Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan apabila cukup beralasan dan tidak
bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat
beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat telah
mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 RBg, membuktikan
Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima.
Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bima berwenang untuk mengadili gugatan
a quo sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 RBg.,
membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga
gugatan a quo telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan
perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian didasarkan atas

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat

Halaman 6 / 11 Putusan Nomor 1911/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-
orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar
keterangannya sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
telah diangkat sumpahnya sebelum memberi kesaksian sesuai Pasal 175 RBg.
Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;
Menimbang, bahwa Saksi | dan Saksi Il telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dibagian duduk perkara di atas, keterangan kedua
tersebut mengenai alasan-alasan perceraian merupakan fakta yang dilihat dan
didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, serta keterangan masing-masing saksi besesuaian antara satu dan
lainnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata telah
mampu menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselishan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkomsumsi narkoba sampai
pernah dipenjarakan;
2. Bahwa Tergugat sudah kecanduan narkoba sehingga tidak pernah
menafkahi Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat
kediaman yang telah berlangsung selama 6 bulan lebih sampai saat ini;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Angka 2 Tentang Penjatuhan Talak
Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa benar telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
Perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pisah tempat tinggal,
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Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya
sebagai suami istri, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-
masing sudah tidak saling memedulikan, sehingga perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dinilai sebagai suatu
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, bukan lagi sebagai
pertengkaran normal yang bisa terjadi pada setiap pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat sudah
dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali
dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum di
atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam
kategori rumah tangga yang sudah pecah, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2013, Rumusan Kamar Peradilan Agama pada angka 4 yang menyatakan “Di
antara Indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) yaitu sudah
ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi,
salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal
yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi
dan lain-lain);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah,
dan tidak ada harapan dapat rukun kembali, tidak akan membawa kebaikan
sama sekali, sebaliknya akan menimbulkan mudharat atau penderitaan lahir
batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana pendapat Musthafa As-Siba'l dalam
Kitab Al-Mar’ah Baina Al-Figh Wa Al-Qanun (Riyadh : Maktabah Al-Warraq,
1999) halaman 115 yang selanjutnya hakim sependapat dengannya,
menyatakan:

i e A3 6 Lo s e Lials 3laiall o ity anrs Il sl o
OS5 lagog, pratbiall Hu glaizl 9 u>Ys ,0gSslwg YoVl an i &L
arzg il adMall giii Ol sl o OL9 ,agdli ol & ulas gl Iaa O luwl
azy ailiz) ol K lagio a2l JSJ e alll Jo) oz o il 0030 o
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Artinya :“Kehidupan perkawinan tidak akan tegak/lurus jika ada perpecahan
dan konflik, selain itu akan menimbulkan dampak buruk terhadap pola
asuh dan perilaku anak, dan tidak ada kebaikan dalam menyatukan
dua orang yang saling membenci, walaupun penyebab konflik tersebut
membahayakan (& ,ula>) atau remeh/tidak berarti (agél), maka di
antara solusi terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara
suami dan istri, dan semoga sesudah itu Allah akan menyediakan
masing-masing pasangan hidupnya, yang dengannya masing-masing
menemukan ketenangan dan kemantapan;

Menimbang, bahwa disamping itu, mempertahankan rumah tangga yang
sudah pecah bagaikan memenjarakan salah satu pihak dari suami istri dalam
waktu yang sangat lama. Hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan
dengan semangat keadilan, sebagaimana pendapat Abdurrahman As-Shabuni
dalam kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari’ah Al Islamiyyah
(Beirut: Dar Al-Fikr, Cet.ll, 1968) halaman 83, yang selanjutnya hakim

sependapat dengannya, menyatakan:

giis 2 pls axz g3l slall o slaiar pu> SMl el @Yl Ll 53,
OY Tos #E 0o buge Tl dal, uai cuzs plo¥y muai lgd
alls Tsas asall ol ouzsill a5l Gl aS ol olise | yaiw)]

allasli gy, oLl

Artinya :“Islam memilih sistem perceraian ketika kehidupan perkawinan sedang
bergejolak dan tidak ada lagi manfaat nasehat dan perdamaian, dan
ketika ikatan perkawinan hanya berupa gambar tanpa ruh, karena itu
meneruskan ikatan perkawinan berarti menjatuhkan hukuman penjara
seumur hidup kepada salah satu pasangan, dan ini adalah kezaliman
yang ditolak oleh semangat keadilan...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim
berpendapat bahwa tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk
keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau
keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud lagi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah, sehingga secara
rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan
Tergugat, bahkan mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya;

Menimbang, bahwa dalam Islam, segala bentuk kemudharatan,

kezhaliman dan ketidakadilan harus dihilangkan sesuai gawa’id fighhiyyah yang
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menyatakan Jls , uell (setiap kemudharatan harus dihilangkan), hal ini
didukung oleh sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh lbnu Majah:, oV
oV g (tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain). Oleh karena
itu, untuk menghilangkan segala kemudharatan dan membebaskan Penggugat
dan Tergugat dari segla macam penderitaan lahir dan batin, maka perceraian
merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak
melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek;

Pertimbangan Petitum Angka 3 Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Konsideran
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
910.000,-(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
Penutup
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Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh Rajabudin, S.H.l sebagai
Hakim Tunggal berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 53/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2025 Perihal Permohonan
Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal
tersebut, dan Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Tunggal

Rajabudin, S.H.l.

Panitera Pengganti

Aminah , S.H.
Rincian biaya perkara :
1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000
b. Panggilan Pertama P & T 'Rp 20.000
c. Redaksi :Rp 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan :Rp 10.000
2. Biaya Proses ' Rp. 75.000
3. Panggilan ' Rp. 570.000
4. Biaya Sumpah ‘Rp -
5. Pemberitahuan Isi Putusan 'Rp 185.000
6. Meterai 'Rp 10.000
Jumlah ‘Rp 910.000

( Sembilan ratus sepuluh ribu ribu ri;piah )
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